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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan yang berisi program dan kegiatan organisasi perangkat 

daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, 

dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan 

yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah 

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, 

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, 

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, 

perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. 

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah. 

Proses untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan 

RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan renja dimulai dengan 

pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, 

menganalis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk 

menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran 

dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman 

pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan 

awal RKPD. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan 

didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang 
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diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota 

DPRD.  

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis 

Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe melalui tahapan-tahapan:  

1) Persiapan penyusunan  

- Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Sekretariat 

Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2027 

- Pengumpulan materi  

2) Penyusunan rancangan awal   

- Koordinasi dengan Bidang Perencanaan  

- Desk dengan pengampu kegiatan  

3) Penyusunan rancangan   

- Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana 

Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 

Anggaran 2027 

- Masukan dari pelaksana kegiatan di Sekretariat Majelis Adat 

Aceh Kota Lhokseumawe  

4) Perumusan rancangan akhir   

- Penyempurnaan oleh Tim Penyusunan Renja Sekretariat 

Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 

- Diverifikasi oleh Bappeda 

- Direview oleh Tim APIP 

5) Penetapan 

 

       Gambar 1.1 

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
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Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 

Anggaran 2027 adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat Majelis 

Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2025-2029. Kedua dokumen tersebut 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Lhokseumawe tahun 2027 dan berpedoman pada Rancangan akhir 

RPJMK Lhokseumawe 2025-2029. 

  

                                         Gambar 1.2 

Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027, dimana 

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap 

memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah 

Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Majelis 

Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai arti strategis dalam 

penyelenggaraan program pembangunan persiapan Rancangan Awal 

Rancangan Forum PD/Lintas PD Penetapan Rancangan Akhir 

tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengingat beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi PD untuk 

memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan 

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

pada tahun 2027. 
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2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen 

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah 

untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja 

Perangkat Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis 

Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2027 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4109); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2026; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 

tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

kehidupan Adat dan Adat Istiadat; 

12. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat; 

13. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh; 

14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045; 

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Lhokseumawe; 

16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe 

Tahun 2025-2045; 
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17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe 

Tahun 2025-2029; 

18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 

Anggaran 2026; 

19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2025 

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 

Lhokseumawe Tahun 2025-2029; 

20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe 

Tahun Anggaran 2026; 

21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2026 

tentang Rencana Kerja  Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 

2027; 

22. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/325/SE/2026 

tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat 

Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2027 adalah untuk memberikan 

arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di Tahun 2027, 

dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat 

Majelis Adat Kota Lhokseumawe secara berkesinambungan.  

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Majelis 

Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah: 

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat 

Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2027 

berdasarkan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2027. 

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe secara 

sistematika dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan 

target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan 
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pelakssanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 

2027. 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub 

kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Menguraikan tentang pengertian ringkas Renja Perangkat 

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, 

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen 

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja 

Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya 

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, 

serta pedoman yang dijadikan dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran Perangkat Daerah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja 

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 
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Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Bagian ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 

n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu 

pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan 

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan 

kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah 

ditentukan dalam NSPK, SPM, dan IKK yang disesuaikan dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Pada bagian ini menguraikan tentang sejauhmana tingkat 

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan Perangkat Daerah; permasalahan dan 

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakn tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah; dampaknya terhadap pencapaian visi 

dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program; 

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

Perangkat Daerah; dan formulasi isu-isu penting berupa 

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti 

dalam perumusan pgoram dan kegiatan prioritas tahun yang 

direncanakan. 
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Memuat uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan 

antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bagian ini menguraikan tentang hasil kajian atas 

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, 

baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan 

pelayanan, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, maupun dari 

Perangkat Daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan 

pengamatan pelaksanaan Musrenbang. 

 
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Bagian ini menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap 

kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran 

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

3.3. Program dan Kegiatan 

Pada bagian ini berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor 

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, 

kegiatan dan subkegiatan; uraian garis besar mengenai 

rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan (jumlah 

program, jumlah kegiatan, dan subkegiatan; lokasi, kebutuhan 

dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan. 
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Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Menguraikan tentang rencana kerja yang memuat program, kegiatan, 

dan subkegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana yang telah 

dicantumkan dalam Bab III subbab 3.3. 

 

Bab V Penutup 

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat 

catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan dana tidak sesuai 

dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak 

lanjut. 
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BAB II 
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  

TAHUN LALU 
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu 

dan Capaian Rentsra Perangkat Daerah  

 Pada Tahun 2025 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan 

uraian sebagai berikut: 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan 5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan; 

2) Program Majelis Adat Aceh, dengan 3 kegiatan dan 9 Sub 

Kegiatan; 

Target Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah                          

Rp. 1.819.777.413,- (satu miliar delapan ratus sembilan belas juta 

tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah)  

dengan realisasi sebesar Rp. 1.692.448.224,- (satu miliar  enam ratus 

sembilan puluh dua juta empat  ratus empat puluh delapan ribu dua 

ratus dua puluh empat rupiah) sehingga persentase realisasi 

anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar 

93,00% yang termasuk dalam kategori predikat tinggi. 

 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat MAA 

Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang mengacu pada Tabel 2.1, 

uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya adalah sebagai 

berikut: 

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ 

hasil keluaran yang direncanakan: 

Pada tahun anggaran 2025 Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe 

mampu menargetkan semua capaian kinerja dan tidak ada 

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga realisasi 

anggaran terserap dengan baik. 

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu: 

a. program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, terdiri dari 5 kegiatan yaitu: 
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1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu : 

- penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah,   

dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.354.500,- 

terealisasi sebesar Rp.4.352.638,- atau 99,96% dengan 

output jumlah dokumen buku renja, renja perubahan, 

RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan dan LKjIP 

Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe sebanyak 7 

dokumen atau 100%. 

2. administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 1 sub 

kegiatan yaitu: 

- penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 1.110.147.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 992.991.868,- atau 89,45% dengan output 

jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 9 OB (orang 

bulan) selama 12 bulan dan Pegawai PPPK selama 6 

bulan sebanyak 12 OB, terealisasi selama 12 bulan atau 

100%. 

3. administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 5 sub 

kegiatan yaitu: 

- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dari 

rencana anggaran sebesar Rp. 6.443.343,- terealisasi 

sebesar Rp. 6.418.930,- atau 99,62% dengan output 

jumlah paket peralatan dan peralatan kantor yang 

disediakan 6 paket  selama 12 bulan terealisasi selama 

12 bulan atau 100%. 

- penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran 

sebesar Rp. 7.493.000,- terealisasi sebesar                   

Rp 7.455.000,- atau 99,49% dengan output jumlah 

paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 5 

paket selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 

100%. 

- penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari 

rencana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi 

sebesar Rp 2.993.111,- atau 99,77% dengan output 
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jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang 

disediakan sebanyak 5 paket selama 12 bulan 

terealisasi selama 12 bulan atau 100%. 

- penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 798.000,- 

terealisasi sebesar Rp 798.000,- atau 100% dengan 

output jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan yang disediakan selama 8,4 

bulan. 

- penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 33.061.200,- atau 97,24% 

dengan output jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan 

terealisasi selama 12 bulan atau 100%. 

4. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 

terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu: 

- penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran 

sebesar Rp. 800.000,- terealisasi sebesar Rp. 800.000,- 

atau 100% dengan dengan output jumlah laporan 

penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan selama 12 

bulan atau terealisasi 100%. 

- penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 425.533.670,- terealisasi sebesar 

Rp. 420.418.780,- atau 98,80% dengan output jumlah 

laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang 

disediakan sebanyak 134 laporan terealisasi sebanyak 

134 laporan atau 100%. 

5. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:  

- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan 

pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan 

dinas jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp. 

26.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.863.012,- atau 

99,94% dengan output jumlah kenderaan perorangan 
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dinas sebanyak 1 unit terealisasi selama 1 unit atau 

100%. 

- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, 

pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau 

lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 

20.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.800.000,- atau 

100% dengan output jumlah kenderaan operasional 

atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 

unit atau 100%. 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 9.707.000,- terealisasi sebesar Rp. 

9.687.000,- atau 99,79% dengan output Jumlah gedung 

kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ 

direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 

unit atau 100%. 

b. program Majelis Adat Aceh (MAA) terdiri dari 3 kegiatan yaitu: 

1. kegiatan pelestarian dan pembinaan adat istiadat terdiri 

dari 5 sub kegiatan yaitu : 

- pembinaan adat seumapa/narit maja, meunasib dan 

tarian tradisional dari rencana anggaran sebesar Rp. 

17.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.216.803,- atau 

90,77% dengan output jumlah laporan pembinaan adat 

seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional 

sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau 

100%. 

- permasyarakatan do da idi dari rencana anggaran 

sebesar Rp. 11.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 

11.137.369,- atau 97,61% dengan output Jumlah 

lembaga Permasyarakatan adat do da di idi sebanyak 9 

lembaga terealisasi sebanyak 9 lembaga atau 100%. 

- sosialisasi adat istiadat dari rencana anggaran sebesar 

Rp. 11.555.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.312.693,- 

atau 97,90% dengan output jumlah peserta sosialisasi 
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adat istiadat sebanyak 20 orang terealisasi sebanyak 20 

orang atau 100%. 

- pembinaan keluarga meuadab dan adat perkawinan dari 

rencana anggaran sebesar Rp. 6.903.000,- terealisasi 

sebesar Rp. 6.742.200,- atau 97,67% dengan output 

jumlah peserta pembinaan keluarga meuadab dan adat 

perkawinan 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang atau 

100%. 

- publikasi adat istiadat melalui media luar ruang dari 

rencana anggaran sebesar Rp 17.986.000,- terealisasi 

sebesar Rp 17.970.280,- atau 99,91% dengan output 

jumlah peusijuk adat budaya daerah sebanyak 2 

dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. 

2. kegiatan pembinaan dan pengembangan hukum adat 

terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu : 

- penguatan peradilan adat dari rencana anggaran 

sebesar Rp. 11.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 

11.412.517,- atau 98,55% dengan output Jumlah 

peserta pelatihan peradilan adat sebanyak 20 orang 

terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%. 

- Rapat koordianisi/evaluasi pelaksanaan peradolan adat 

dan perpolisian masyarakat (polmas) dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 6.903.000,- terealisasi sebesar Rp. 

6.742.200,- atau 7,67% dengan output Jumlah peserta 

pelatihan peradilan adat sebanyak 1 dokumen 

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. 

- Sosialisasi hukum adat dan lembaga adat dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 73.823.900,- terealisasi sebesar 

Rp. 72.674.803,- atau 98,44% dengan output Jumlah 

peserta sosialisasi hukum adat dan lembaga adat  

sebanyak 40 orang terealisasi sebanyak 40 orang atau 

100%. 

3. kegiatan pembinaan lembaga adat dan tokoh adat terdiri 

dari 1 sub kegiatan yaitu : 
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- pelatihan pemberdayaan lembaga adat dari rencana 

anggaran sebesar Rp. 11.795.000,- terealisasi sebesar 

Rp. 11.599.820,- atau 98,35% dengan output jumlah 

peserta pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat 

sebanyak 20 orang terealisasi sebanyak 20 orang atau 

100%. 

C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan. 

Pada tahun 2025 Sekretariat Majelis Adat Kota Lhokseumawe 

tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang 

direncanakan. 

D. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja 

program/kegiatan. 

Tahun 2025 tidak semua program/kegiatan tercapai dan 

terpenuhi target kinerjanya sesuai dengan penyusunan rencana 

anggaran karena pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2025 tidak tersedianya anggaran sehingga 

ada kegiatan yang dimatikan atau dialihkan pada kegiatan yang 

lebih prioritas, ada juga sebagian besar kegiatan yang 

dilaksanakan secara fisik 100%.  

Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun 

2025 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya 

pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan 

program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin 

dicapai. 

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah. 

Dengan tercapainya target program yang telah direncanakan akan 

memberikan dampak positif pada Sekretariat Majelis Adat Aceh 

Kota Lhokseumawe, namun jika target capaian tidak sesuai yang 

diharapkan akan mengurangi capaian kinerja secara 

keseluhuran. 

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
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Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adalah 

dengan meminta pembukaan kembali terhadap rekening kegiatan 

yang telah dialihkan dan menambah anggaran untuk beberapa 

kegiatan yang telah mencapai target di tahun sebelumnya. 

 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe Tahun 2025 dan pencapaian Renstra Sekretariat MAA 

sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah 

ini. 
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I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RENJA-SKPD yang

dievaluasi

No Indikator

Target Kinerja dan Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun berjalan (Tahun 2025)

yang dievaluasi

Bidang Urusan/ Program/ 

Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/

Kinerja

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun 2025 (%)

Unit SKPD

Penanggungjawab
Ket

3

Kode

K

116

K

7

K

12=11/6 x 100%

K %K

8

K

9

K

10

13 14

RpRp Rp Rp Rp Rp

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.819.777.413 296.994.164 444.501.823 338.566.180 612.386.057 1.692.448.224 95,24 932.22

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Sekretariat Majelis Adat
Aceh

1.649.956.513 294.694.164 412.687.651 302.241.150 517.016.574 1.526.639.539 100 92,532.22.01

Persentase Layanan Administrasi
Pemerintah Daerah (Persen)

Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan kinerja Perangkat
Daerah

100 100 100 100 100 100 100

Nilai SAKIP OPD (Angka) 0 88,68 88,68 0

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.354.500 - - - 4.352.638 4.352.638 100 99,962.22.01.2.01

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah  (Dokumen)

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

17 0 0 0 17 17 100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.354.500 - - - 4.352.638 4.352.638 100 99,962.22.01.2.01.0001

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah  (Dokumen)

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

17 0 0 0 17 17 100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.110.147.000 205.978.364 270.883.102 165.109.302 351.021.100 992.991.868 100 89,452.22.01.2.02

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Terlaksananya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

112 28 28 28 28 112 100

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.110.147.000 205.978.364 270.883.102 165.109.302 351.021.100 992.991.868 100 89,452.22.01.2.02.0001

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

112 28 28 28 28 112 100

Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.734.343 6.415.800 14.845.489 8.896.336 20.568.616 50.726.241 100 98,052.22.01.2.06

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

Tersedianya Dokumen
administrasi umum perangkat
daerah

6 0 2 2 2 6 100

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan (Paket)

5 1 1 1 2 5 100

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)

5 0 2 0 3 5 100

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan (Dokumen)

14 4 4 6 0 14 100

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

10 2 2 3 3 10 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.443.343 - 2.708.277 2.359.136 1.351.517 6.418.930 100 99,622.22.01.2.06.0002

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

6 0 2 2 2 6 100

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.493.000 1.050.000 1.050.000 690.000 4.665.000 7.455.000 100 99,492.22.01.2.06.0004

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
yang Disediakan (Paket)

Tersedianya Bahan Logistik
Kantor

5 1 1 1 2 5 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000 - 1.959.812 - 1.033.299 2.993.111 100 99,772.22.01.2.06.0005

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)

Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan

5 0 2 0 3 5 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 798.000 285.000 285.000 228.000 - 798.000 100 1002.22.01.2.06.0006

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
yang Disediakan (Dokumen)

Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-undangan

14 4 4 6 0 14 100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.000.000 5.080.800 8.842.400 5.619.200 13.518.800 33.061.200 100 97,242.22.01.2.06.0009

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian 
Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe

II - 8 



1 2 54

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RENJA-SKPD yang

dievaluasi

No Indikator

Target Kinerja dan Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun berjalan (Tahun 2025)

yang dievaluasi

Bidang Urusan/ Program/ 

Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/

Kinerja

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun 2025 (%)

Unit SKPD

Penanggungjawab
Ket

3

Kode

K

116

K

7

K

12=11/6 x 100%

K %K

8

K

9

K

10

13 14

RpRp Rp Rp Rp Rp

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

Terlaksananya
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

10 2 2 3 3 10 100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 426.333.670 73.300.000 110.316.560 108.450.000 129.152.220 421.218.780 100 98,82.22.01.2.08

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan)

Tersedianya jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah

1 0 0 1 0 1 100

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

134 33 33 33 35 134 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000 200.000 200.000 400.000 - 800.000 100 1002.22.01.2.08.0001

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat (Laporan)

Terlaksananya Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 0 0 1 0 1 100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 425.533.670 73.100.000 110.116.560 108.050.000 129.152.220 420.418.780 100 98,82.22.01.2.08.0004

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

Tersedianya Jasa Pelayanan
Umum Kantor

134 33 33 33 35 134 100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

57.387.000 9.000.000 16.642.500 19.785.512 11.922.000 57.350.012 100 99,942.22.01.2.09

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
(Unit)

Terpeliharanya Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1 0 0 0 1 1 100

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

1 0 0 0 1 1 100

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

1 0 0 0 1 1 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

26.880.000 4.500.000 5.992.500 12.455.512 3.915.000 26.863.012 100 99,942.22.01.2.09.0001

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
(Unit)

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1 0 0 0 1 1 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

20.800.000 4.500.000 6.850.000 6.150.000 3.300.000 20.800.000 100 1002.22.01.2.09.0002

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

1 0 0 0 1 1 100

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

9.707.000 - 3.800.000 1.180.000 4.707.000 9.687.000 100 99,792.22.01.2.09.0010

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1 0 0 0 1 1 100

PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) Sekretariat Majelis Adat
Aceh

169.820.900 2.300.000 31.814.172 36.325.030 95.369.483 165.808.685 88,89 97,642.22.07

Persentase Fasilitasi sengketa adat
(Persen)

Meningkatnya pembinaan adat
istiadat

100 100 100 100 100 100 100

Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai) 0 97,43 97,43 0

Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 65.719.000 2.300.000 31.814.172 13.312.693 15.952.480 63.379.345 80 96,442.22.07.7.01

Jumlah Laporan Pembinaan Adat
Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan
Tarian Tradisional (Laporan)

Terlaksananya Pembinaan Adat
Istiadat yang dilestarikan

1 0 1 0 0 0 0

Jumlah Lembaga Pemasyarakatan
Adat Do Da Idi (Lembaga)

9 0 9 0 0 9 100

Jumlah Peserta Sosialisasi Adat
Istiadat (Orang)

20 0 0 20 0 20 100
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I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RENJA-SKPD yang

dievaluasi

No Indikator

Target Kinerja dan Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun berjalan (Tahun 2025)

yang dievaluasi

Bidang Urusan/ Program/ 

Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/

Kinerja

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun 2025 (%)

Unit SKPD

Penanggungjawab
Ket

3

Kode

K

116

K

7

K

12=11/6 x 100%

K %K

8

K

9

K

10

13 14

RpRp Rp Rp Rp Rp

Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat
Perkawinan yang Dibina (Keluarga)

10 0 0 0 10 10 100

Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui
Media Luar Ruang yang
Dipublikasikan (Dokumen)

2 0 0 0 2 2 100

Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian
Tradisional

17.865.000 - 16.216.803 - - 16.216.803 0 90,772.22.07.7.01.0001

Jumlah Laporan Pembinaan Adat
Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan
Tarian Tradisional (Laporan)

Terfasilitasinya Pembinaan
Adat Seumapa/Narit Maja,
Meunasib dan Tarian
Tradisional

1 0 1 0 0 0 0

Pemasyarakatan Adat Do Da Idi 11.410.000 - 11.137.369 - - 11.137.369 100 97,612.22.07.7.01.0002

Jumlah Lembaga Pemasyarakatan
Adat Do Da Idi (Lembaga)

Tersedianyan
Pemasyarakatan Adat Do Da
Idi

9 0 9 0 0 9 100

Sosialisasi Adat Istiadat 11.555.000 - - 11.312.693 - 11.312.693 100 97,92.22.07.7.01.0003

Jumlah Peserta Sosialisasi Adat
Istiadat (Orang)

Terfasilitasinya Sosialisasi
Adat Istiadat

20 0 0 20 0 20 100

Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan 6.903.000 - - - 6.742.200 6.742.200 100 97,672.22.07.7.01.0004

Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat
Perkawinan yang Dibina (Keluarga)

Terlaksananya Pembinaan
Keluarga Meuadab dan Adat
Perkawinan

10 0 0 0 10 10 100

Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang 17.986.000 2.300.000 4.460.000 2.000.000 9.210.280 17.970.280 100 99,912.22.07.7.01.0006

Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui
Media Luar Ruang yang
Dipublikasikan (Dokumen)

Terlaksananya Publikasi Adat
dan Adat Istiadat Melalui
Media Luar Ruang

2 0 0 0 2 2 100

Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat 92.306.900 - - 11.412.517 79.417.003 90.829.520 100 98,42.22.07.7.02

Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan
Adat (Orang)

Terlaksananya Pembinaan
Pengembangan hukum adat
yang dibina

20 0 0 0 20 20 100

Jumlah Dokumen Hasil Rapat
Koordinasi Peradilan Adat dan
Perpolisian Masyarakat (Polmas)
(Dokumen)

1 0 0 0 1 1 100

Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum
Adat dan Lembaga Adat (Orang)

40 0 0 0 40 40 100

Penguatan Peradilan Adat 11.580.000 - - 11.412.517 - 11.412.517 100 98,552.22.07.7.02.0001

Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan
Adat (Orang)

Terlaksananya Pelatihan
Peradilan Adat

20 0 0 0 20 20 100

Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan
Perpolisian Masyarakat (Polmas)

6.903.000 - - - 6.742.200 6.742.200 100 97,672.22.07.7.02.0002

Jumlah Dokumen Hasil Rapat
Koordinasi Peradilan Adat dan
Perpolisian Masyarakat (Polmas)
(Dokumen)

Terlaksananya Rapat
Koordinasi/Evaluasi
Pelaksanaan Peradilan Adat
dan Perpolisian Masyarakat
(Polmas)

1 0 0 0 1 1 100

Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat 73.823.900 - - - 72.674.803 72.674.803 100 98,442.22.07.7.02.0004

Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum
Adat dan Lembaga Adat (Orang)

Terlaksananya Sosialisasi
Hukum Adat dan Lembaga
Adat

40 0 0 0 40 40 100

Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat 11.795.000 - - 11.599.820 - 11.599.820 100 98,352.22.07.7.03

Jumlah Peserta Pelatihan
Pemberdayaan Kelembagaan Adat
(Orang)

Terlaksananya Pembinaan
Lembaga Adat dan Tokoh Adat

20 0 0 20 0 20 100

Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 11.795.000 - - 11.599.820 - 11.599.820 100 98,352.22.07.7.03.0002

Jumlah Peserta Pelatihan
Pemberdayaan Kelembagaan Adat
(Orang)

Terlaksananya Pelatihan
Pemberdayaan Kelembagaan
Adat

20 0 0 20 0 20 100
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1 2 54

I II III IV

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RENJA-SKPD yang

dievaluasi

No Indikator

Target Kinerja dan Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun berjalan (Tahun 2025)

yang dievaluasi

Bidang Urusan/ Program/ 

Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/

Kinerja

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

RENJA-SKPD

Tahun 2025 (%)

Unit SKPD

Penanggungjawab
Ket

3

Kode

K

116

K

7

K

12=11/6 x 100%

K %K

8

K

9

K

10

13 14

RpRp Rp Rp Rp Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) 95,24 93

JUMLAH 1.819.777.413 296.994.164 444.501.823 338.566.180 612.386.057 1.692.448.224

Predikat kinerja
Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan, sehingga proses menjadi lebih efesien dan terukur

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterbatasan SDm, baik dari segi jumlah maupun kopentensi teknis tertentu.

2. Perubahan regulasi atau kebijakan nasional/daerah yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan.

3. Keterbatasan anggaran atau refocusing anggagaran, yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapt dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian indikator kinerja

2. Menyusun rencana aksi percepatan (action plan) terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendah

3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hambatan teknis.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya : 1. Penajaman indikator kinerja dan target yang lebih realistis dan terukur, selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

2. Penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun berjalan.

3. Penguatan alokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada indikator kinerja utama.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 Sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 03 tahun 

2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe, Bab IV Bagian Kesatu 

Pasal 10 sampai dengan 12, dengan jelas disebutkan tugas 

Sekretariat MAA memberikan pelayanan administratif kepada 

lembaga Majelis Adat Aceh. 

 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.  

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program Sekretariat MAA; 

b. fasilitas penyiapan program MAA; 

c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA; 

d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,    

rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MAA; 

e. penyiapan penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan    

publikasi; 

f. pemeliharaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup MAA; 

g. penyusunan rencana, penelaahan dan koordinasi penyiapan             

perumusan kebijakan MAA; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga 

terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat MAA; dan 

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh   Pimpinan MAA dan/atau Wali Kota Lhokseumawe melalui 

Sekretaris Daerah. 

 Pada tahun 2025 Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe memberi 

kontribusi terhadap pencapaian dalam pelaksanaan urusan 

kebudayaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan 

tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan 

secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian kinerja pelayanan 

Sekretariat MAA dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C.30) berikut ini



Realisasi 

Capaian Tahun 

2025

Tahun 

2026

Tahun 

2027

Tahun 

2028

Tahun 

2029

Tahun 

2025

Tahun 

2026

Tahun 

2027

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja Utama

1 Indeks Adat Istiadat Aceh 97,43 97,44 97,6 97,64 97,69 97,43 100 100

2 Nilai SAKIP OPD 61,5 62,15 62,75 63,1 63,75 61,5 100 100

Indikator Kinerja Daerah

1
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya 

Tak Benda yang Ditetapkan
26,85 40,74 60,19 77,78 87,04 26,85 100 100

ASPEK PELAYANAN UMUM

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe 

NO Indikator Kinerja Perangkat Daerah
SPM/standar 

nasional
IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi
Catatan 

Analisis
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

 Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh, 

isu-isu penting dalam penyelenggaraan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa 

unsur. 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah 

di masa yang akan datang.  Isu strategis diidentifikasi dari 

berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota 

Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan 

regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; 

serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen 

perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP. 

Isu strategis bagi Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe diperoleh 

baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan 

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe di masa empat tahun mendatang. Adapun Isu 

Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe adalah 

Penguatan Pelaksanaan Nilai Syariat islam dengan Pelaksanaan Adat 

Istiadat. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 4 

(empat) permasalahan inti di Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe 

yaitu:  

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai adat 

dan adat istiadat Aceh yang perlu dilestarikan dan 

dikembangkan dalam tatanan kehidupannya sehari-hari; 

2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya 

pemahaman terhadap tupoksi;  

3. Masih kuatnya  pengaruh  budaya asing terhadap  perilaku  

generasi muda yang akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai 

adat dan adat istiadat Aceh, terutama pada prosesi upacara adat, 
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kesenian tradisional dan etika sosial, dimana keberadaan pemuda 

untuk itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam 

masyarakat.  

4. Belum optimalnya Implementasi keistimewaan Adat. 

 

2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPK 

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat informasi tentang 

sasaran yang ingin dicapai. Rancangan awal RKPK memuat pagu 

indikatif awal sebelum dibandingkan dengan kebutuhan pada 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe. Setelah dilakukan 

analisis kebutuhan pagu sesuai dengan kegiatan dan program yang 

direncanakan, pagu indikatif mengalami perubahan. Perubahan pagu 

ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan untuk beberapa 

kegiatan dan program yang direncanakan sehingga adanya 

penambahan pagu setelah hasil analisis. 

Review terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2027 dan 

rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2027 disajikan 

pada Tabel 2.3 (T-C.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No
Catatan 

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target 

Capaian
Pagu Indikatif 

(Rp.000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian

Pagu Indikatif 

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sekretariat Majelis Adat Aceh

1.949.343.050

Sekretariat Majelis Adat Aceh

1.370.148.920

UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN
1.949.343.050

UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

1.370.148.920

Kebudayaan 1.949.343.050 Kebudayaan 1.370.148.920

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA
Persentase Layanan 

Administrasi Pemerintah 

Daerah 

100 Persen 1.514.243.050

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Layanan 

Administrasi 

Pemerintah Daerah 

100 Persen 1.300.148.920

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Perangkat 

Daerah
15 

Dokumen
7.183.282

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Perangkat 

Daerah

15 

Dokumen
1.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
10 Dokumen               6.600.000 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

10 Dokumen                 1.500.000 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

1 Dokumen                  100.000 
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

1 Dokumen                             -   

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

1 Dokumen                  100.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 

1 Dokumen                             -   

Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusuna Dokumen DPA-

SKPD

1 Dokumen                  100.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusuna Dokumen 

DPA-SKPD

1 Dokumen                             -   

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA-

SKPD

1 Dokumen                  100.000 

Koordinasi Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 

1 Dokumen                             -   

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 1 laporan                  183.282 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran 

SKPD

Jumlah laporan 

Keuangan 

bulanan/triwulan 

semester SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

1 laporan                             -   

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2027

Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 
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No
Catatan 

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target 

Capaian
Pagu Indikatif 

(Rp.000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian

Pagu Indikatif 

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah
Kota 

Lhokseum

awe

Periode Penyediaan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah
12 Bulan 877.289.107

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah
Kota 

Lhokseum

awe

Periode Penyediaan 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

12 Bulan 871.799.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

112 

Orang/bulan
          877.089.107 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

112 

Orang/bulan
            871.799.000 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

1 Dokumen                  100.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

1 Dokumen                             -   

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan bulanan/Semester SKPD

Jumlah laporan Keuangan 

bulanan/triwulan semester 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan laporan Keuangan 

bulanan/triwulan/ semesteran 

SKPD

1 Laporan                  100.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

bulanan/Semester SKPD

Jumlah laporan 

Keuangan 

bulanan/triwulan 

semester SKPD dan 

Laporan Koordinasi 

Penyusunan laporan 

Keuangan 

bulanan/triwulan/ 

semesteran SKPD

1 Laporan                             -   

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah Kota 

Lhokseum

awe

Periode Pelaksanaan 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

12 Bulan 200.000

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah Kota 

Lhokseum

awe

Periode Pelaksanaan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

12 Bulan 0

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan
12 Paket                  100.000 

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian 

Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

12 Paket                             -   

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

8 Orang                  100.000 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan

8 Orang                             -   

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Periode Pelaksanaan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

12 Bulan 82.340.000
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Periode Pelaksanaan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

12 Bulan 30.849.920

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

4 Paket             10.000.000 
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan

4 Paket                 5.330.000 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan
2 Paket                  100.000 

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 

Disediakan

2 Paket                             -   

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan
5 Paket               5.000.000 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan

5 Paket                 4.000.000 
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No
Catatan 

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target 

Capaian
Pagu Indikatif 

(Rp.000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian

Pagu Indikatif 

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

5 Paket               6.000.000 
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan

5 Paket                 1.519.920 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan yang 

Disediakan

12 Dokumen               1.140.000 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan yang 

Disediakan

12 Dokumen                 1.140.000 

Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan
2 Paket                  100.000 Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

Disediakan

2 Paket                             -   

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

10 Laporan             60.000.000 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

10 Laporan               20.000.000 

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

5 Jenis 30.700.000

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

5 Jenis 20.000.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Disediakan

1 Unit                  100.000 

Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Disediakan

1 Unit                             -   

Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Disediakan

1 Unit                  100.000 
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Disediakan

1 Unit                             -   

Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Unit set tetap lainnya 

yang disediakan
2 Unit             10.500.000 Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Unit set tetap 

lainnya yang disediakan
2 Unit                             -   

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

1 Unit             10.000.000 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan

1 Unit                             -   

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

1 bulan             10.000.000 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan

1 bulan               20.000.000 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Periode Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

12 Bulan 427.749.760
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Periode Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

12 Bulan 340.800.000
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No
Catatan 

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target 

Capaian
Pagu Indikatif 

(Rp.000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian

Pagu Indikatif 

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat
1 Laporan               2.000.000 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

1 Laporan                             -   

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 Laporan               6.000.000 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

3 Laporan                             -   

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

2 Laporan             20.000.000 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang disediakan

2 Laporan                             -   

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

132 Laporan           399.749.760 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan

132 Laporan             340.800.000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

48 bulan 88.780.901

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

48 bulan 35.200.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 Unit             35.700.000 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

1 Unit               15.600.000 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

1 Unit             35.700.000 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

1 Unit               13.600.000 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit               5.126.967 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

1 Unit                 2.500.000 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit               6.126.967 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

1 Unit                             -   
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No
Catatan 

Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target 

Capaian
Pagu Indikatif 

(Rp.000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
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Capaian

Pagu Indikatif 

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit               6.126.967 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilita

si

1 Unit                 3.500.000 

Program Majelis Adat Aceh (MAA)
Kota 

Lhokseum

awe

Indek Adat Istiadat Jumlah 

Pembinaan Adat Istiadat yang 

dilestarikan

Kegiatan 435.100.000

Program Majelis Adat Aceh 

(MAA) Kota 

Lhokseum

awe

Indek Adat Istiadat 

Jumlah Pembinaan 

Adat Istiadat yang 

dilestarikan

Kegiatan 70.000.000

Pelestarian dan Pembinaan Adat 

Istiadat Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pembinaan Adat 

Istiadat yang dilestarian
5 Jenis 250.000.000

Pelestarian dan Pembinaan 

Adat Istiadat Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Pembinaan 

Adat Istiadat yang 

dilestarian

5 Jenis 35.000.000

Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, 

Meunasib dan Tarian Tradisonal

Jumlah laporan pembinaan 

adat seumapa/narit maja 

meunasib dan tarian 

tradisional

3 Laporan             60.000.000 

Pembinaan Adat 

Seumapa/Narit Maja, 

Meunasib dan Tarian 

Tradisonal

Jumlah laporan 

pembinaan adat 

seumapa/narit maja 

meunasib dan tarian 

tradisional

3 Laporan                             -   

Pemasyarakatan Adat Do Da Idi
Jumlah Peserta 

Pemasyarakatan do da idi
2 Lembaga             50.000.000 Pemasyarakatan Adat Do Da Idi

Jumlah Peserta 

Pemasyarakatan do da 

idi

2 Lembaga                             -   

Sosialisasi Adat Istiadat
Jumlah peserta sosialisasi Adat 

Istiadat
50 orang             50.000.000 Sosialisasi Adat Istiadat

Jumlah peserta 

sosialisasi Adat Istiadat
50 orang               20.000.000 

Pembinaan Keluarga Meuadab dan 

Adat Perkawinan 

Jumlah keluarga meuadab dan 

adat perkawinan yang dibina
2 keluarga             30.000.000 

Pembinaan Keluarga Meuadab 

dan Adat Perkawinan 

Jumlah keluarga 

meuadab dan adat 

perkawinan yang dibina

2 keluarga                             -   

Pengadaan Buku-Buku tentang Adat 

Aceh

Jumlah Pengadaan Buku-Buku 

tentang Adat Istiadat
1 Buku             10.000.000 

Pengadaan Buku-Buku tentang 

Adat Aceh

Jumlah Pengadaan 

Buku-Buku tentang 

Adat Istiadat

1 Buku                             -   

Publikasi Adat dan Adat Istiadat 

melalui Media Luar Ruang

Jumlah adat istiadat melalui 

media luar ruang yang 

dipublikasikan

2 Dokumen             50.000.000 

Publikasi Adat dan Adat 

Istiadat melalui Media Luar 

Ruang

Jumlah adat istiadat 

melalui media luar 

ruang yang 

dipublikasikan

2 Dokumen               15.000.000 

Pembinaan dan Pengembangan 

Hukum Adat 

Jumlah Pengembangan 

hukum adat yang dibina
5 jenis           70.100.000 

Pembinaan dan 

Pengembangan Hukum Adat 

Jumlah 

Pengembangan hukum 

adat yang dibina

5 jenis             15.000.000 

Penguatan Peradilan Adat
Jumlah peserta pelatihan 

peradilan adat
50 orang             30.000.000 Penguatan Peradilan Adat

Jumlah peserta 

pelatihan peradilan 

adat

50 orang                             -   
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Rancangan Awal RKPK Hasil Analisis Kebutuhan 

Rapat Koordinasi/Evaluasi 

Pelaksanaan Peradilan Adat dan 

Perpolisian Masyarakat (POLMAS)

Jumlah Dokumen hasil rapat 

koordinasi peradilan adat dan 

perpolisian masyarakat 

(Polmas)

5 Dokumen               5.000.000 

Rapat Koordinasi/Evaluasi 

Pelaksanaan Peradilan Adat 

dan Perpolisian Masyarakat 

(POLMAS)

Jumlah Dokumen hasil 

rapat koordinasi 

peradilan adat dan 

perpolisian masyarakat 

(Polmas)

5 Dokumen                             -   

Pembinaan Mediasi Adat
Jumlah Laporan Pembinaan 

Mediasi Adat
3 Laporan               5.100.000 Pembinaan Mediasi Adat

Jumlah Laporan 

Pembinaan Mediasi 

Adat

3 Laporan                             -   

Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga 

Adat

Jumlah Peserta Sosialisasi 

Hukum Adat dan Lembaga Adat
50 orang             30.000.000 

Sosialisasi Hukum Adat dan 

Lembaga Adat

Jumlah Peserta 

Sosialisasi Hukum Adat 

dan Lembaga Adat

50 orang               15.000.000 

Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh 

Adat

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Lembaga Adat dan 

Tokoh adat yang dibina

5 jenis 115.000.000

Pembinaan Lembaga Adat dan 

Tokoh Adat

Kota 

Lhokseum

awe

Jumlah Lembaga Adat 

dan Tokoh adat yang 

dibina 5 jenis 20.000.000

Pembinaan Kapasitas MAA

Jumlah peserta Pembinaan 

MAA Kabupaten/Kota dan 

Perwakilan

20 orang               5.000.000 Pembinaan Kapasitas MAA

Jumlah peserta 

Pembinaan MAA 

Kabupaten/Kota dan 

Perwakilan

20 orang                             -   

Pelatihan Pemberdayaan Kelembaga 

Adat

Jumlah peserta pelatihan 

Pemberdayaan kelembaga adat
50 orang             30.000.000 

Pelatihan Pemberdayaan 

Kelembaga Adat

Jumlah peserta 

pelatihan 

Pemberdayaan 

kelembaga adat

50 orang                             -   

Rapat Kerja MAA
Jumlah Laporan hasil rapat 

kerja MAA
4 Dokumen             40.000.000 Rapat Kerja MAA

Jumlah Laporan hasil 

rapat kerja MAA
4 Dokumen               20.000.000 

Penerbitan Majalah dan Buku tentang 

Adat dan Adat Istiadat

Jumlah Buku Majalah dan 

buku tentang adat dan adat 

istiadat yang diterbitkan

100 

eksemplar
            25.000.000 

Penerbitan Majalah dan Buku 

tentang Adat dan Adat Istiadat

Jumlah Buku Majalah 

dan buku tentang adat 

dan adat istiadat yang 

diterbitkan

100 

eksemplar
                            -   

Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
Jumlah Pemuda Pelopor Adat 

yang Dibina
50 Orang             20.000.000 

Pembinaan Pemuda Pelopor 

Adat

Jumlah Pemuda 

Pelopor Adat yang 

Dibina

50 Orang                             -   

Pendataan dan Dokumentasi Sengketa 

Adat

Jumlah kasus sengketa adat 

yang terdata dan 

terdokumentasi

5 Kasus             10.000.000 
Pendataan dan Dokumentasi 

Sengketa Adat

Jumlah kasus sengketa 

adat yang terdata dan 

terdokumentasi

5 Kasus                             -   

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan 

Adat
Jumlah dan perlengkapan adat 22 unit             10.000.000 

Pengadaan Pakaian dan 

Perlengkapan Adat

Jumlah dan 

perlengkapan adat
22 unit                             -   
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis 

Adat Aceh Kota Lhokseumawe merupakan hasil rumusan 

perencanaan yang di mulai dari tingkat desa hingga tingkat kota. 

Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku 

kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan 

masyarakat yang tidak tertampung dalam perencanaan. Proses 

penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui 

mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja 

anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Tabel 

usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 (T-C.32) 

berikut ini : 

Tabel 2.4 (T-C.32) 

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

No Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran / 
Volume 

Catatan 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - 0 - 

2 - - - 0 - 

3 - - - 0 - 

 

Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan 

program/kegiatan dari usulan masyarakat yang ditujukan kepada 

Sekretariat MAA selaku Perangkat Daerah maupun usulan pokir. 

Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan 

atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang 

direncanakan.
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi  

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman 

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta 

rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang 

dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik dan partisipatif. 

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari 

pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, 

sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan 

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. 

Keberhasilan pembangunan terlihat dari sejauh apa 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 

ini dapat dicapai apabila isu isu spesifik yang terjadi dalam 

masyarakat dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik.  

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam megawal 

pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan 

antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung 

prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi 

langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dimana 

prioritas tersebut sebagai berikut:                           

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia (HAM); 

2. Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan 

Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, 

Energi, Air, Ekonomi Syariah Ekonomi Digital Ekonomi Hijau 

dan Ekonomi Biru; 

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan 

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan 

Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif 

Koperasi; 
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4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), 

Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, 

Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda 

(Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas; 

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis 

Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam 

Negeri ; 

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan; 

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta 

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, 

Judi dan Penyelundupan; 

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan 

Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi 

Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil 

dan Makmur. 

Selain prioritas nasional juga memperhatikan prioritas  

pembangunan Aceh untuk Tahun 2027 yaitu: “Percepatan Pemulihan 

Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan 

Berkelanjutan. 

Sementara itu, untuk mencapai tema pembangunan di atas,  

maka dirumuskan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Aceh yaitu : 

1. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam (aqidah, syariat, akhlak 

dan muamalah); 

2. Penguatan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh; 

3. Penurunan Angka Kemiskinan; 

4. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam dan 

Maritim; 

5. Penciptaan Lapangan Kerja; 

6. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas; 

7. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi; 

8. Transformasi Digital yang Terintegrasi; 

9. Tata Kelola Birokrasi dan Kemandirian Fiskal Daerah 

10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  
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Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan 

pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-

daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, 

serta berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota (RPJMK) Tahun 2025-2029, serta isu strategis, maka 

tema pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 

yaitu: “Peningkatan Infrastuktur Dasar, Fasilitas Publik dan 

Ruang Publik yang berkualitas guna mendukung Produktivitas, 

Inventasi, dan pengembangan Industri Daerah” dengan prioritas 

pembangunan Kota Lhokseumawe yaitu: 

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan UMKM, 

Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi 

Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, Serta 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan 

Penanggulangan Risiko Bencana 

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul Berkualitas 

dan Berdaya Saing 

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan 

Berorientasi Pelayanan 

5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

 Adapun tujuan Renja Sekretariat MAA Tahun 2027 seperti yang 

tertuang dalam Renstra Sekretariat MAA Tahun 2025-2029 yaitu 

Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang 

dilestarikan. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe yaitu : 

Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat dengan indikator Indeks 

Adat Istiadat Aceh. 

 Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan 

dan sasaran Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2027 

mengacu pada target yang telah ditetapkan pada review Renstra 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2025-2029 adalah: 
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     Tabel 3.1 

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Majelis 
Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2027 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Target 
2027 

Ket 

1 Meningkatnya 
Pelestarian dan 
Warisan 
Budaya Tak 
Benda yang 
Dilestarikan 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Penyelenggara
an Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
OPD (Angka) 

62,75  

  Meningkatnya 
Pembinaan 
Adat Istiadat 

Indeks Adat 
Istiadat Aceh 

(Angka) 

97,60  

Sumber : Renstra Sekretariat MAA Tahun 2025-2029 

 
Adapun indikator kinerja daerah (IKD) Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe sebagai berikut: 

 

     Tabel 3.2 
Target Indikator Kinerja Daerah 

Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2027 

No Indikator Satuan Target 2027 Ket 

 
ASPEK KEBUDAYAAN 

2 Persentase Cagar Budaya 
dan Warisan Budaya Tak 
Benda yang ditetapkan 
 

Persen 60,2  

Sumber : Renstra Sekretariat MAA Tahun 2025-2029 

 

3.3  Program dan  Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan 

beberapa bidang ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 

Sekretariat Majelis Adat Aceh sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan 

pengelolaan Adat dan Budaya dan membantu Wali Kota 

Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis 

di bidang Adat dan Budaya dituntut untuk menghasilkan produk-
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produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana Adat dan 

Budaya. 

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan 

pada Renja Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2027 adalah 

sebagai berikut :  

1. jumlah program yang dilaksanakan pada Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebanyak 2 program meliputi 8 

kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 

a. program penunjang urusan pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dengan 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan; 

b. program majelis adat aceh, dengan 3 kegiatan 4 sub kegiatan. 

2. jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan 

program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Sekretariat MAA 

Kota Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebesar 

Rp.1.370.148.920,- yang bersumber dari dana APBK 

Lhokseumawe. 

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat 

Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe mempunyai program 

sebagaimana terlihat pada lampiran tabel 3.3 dibawah ini : 

 

 



NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Sekretariat Majelis Adat Aceh 1.370.148.920,00 1.534.338.867,00

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1.370.148.920,00 1.534.338.867,00

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KEBUDAYAAN 1.370.148.920,00 1.534.338.867,00

1. 2.22.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.300.148.920,00 1.472.338.867,00

Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan kinerja Perangkat
Daerah

1.280.148.920,00 1.437.338.867,00

999.Nilai SAKIP OPD 64.00 Angka 62.15 Angka 62.75 Angka 1.280.148.920,00 63.10 Angka 1.437.338.867,00

2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

7.000.000,00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan
penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1.500.000,00
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

7.000.000,00

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 1.500.000,00 10 Dokumen 7.000.000,00

2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 1.500.000,00 - -

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

7.000.000,00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 1.500.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 Dokumen 7.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 871.799.000,00
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

877.289.107,00

Terlaksananya Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 871.799.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

877.289.107,00

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

112
Orang/bulan

112
Orang/bulan

112
Orang/bulan 871.799.000,00 112

Orang/bulan 877.289.107,00

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2027
dan Prakiraan Maju Tahun 2028
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 871.799.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

877.289.107,00

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN

112
Orang/bulan

112
Orang/bulan

112
Orang/bulan 871.799.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Dana Alokasi
Umum (DAU)

112
Orang/bulan 877.289.107,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.849.920,00
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

60.500.000,00

Tersedianya Dokumen administrasi umum
perangkat daerah 30.849.920,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

60.500.000,00

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 20.000.000,00 10 Laporan 40.000.000,00

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 5 Paket 4.500.000,00

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

5 Paket 5 Paket 5 Paket 1.519.920,00 5 Paket 6.000.000,00

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

4 Paket 4 Paket 4 Paket 5.330.000,00 4 Paket 10.000.000,00
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 5.330.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

10.000.000,00

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

4 Paket 4 Paket 3 Paket 5.330.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 4 Paket 10.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

4.500.000,00

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1 Paket 4.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 5 Paket 4.500.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 1.519.920,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

6.000.000,00

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

5 Paket 5 Paket 1 Paket 1.519.920,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

5 Paket 6.000.000,00 Sekretariat Majelis
Adat Aceh

2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 20.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

40.000.000,00

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

10 Laporan 10 Laporan 5 Laporan 20.000.000,00 Kota
Lhokseumawe

Dana Alokasi
Umum (DAU) 10 Laporan 40.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

10.000.000,00

Tersedianya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan pemerintah Daerah 20.000.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

10.000.000,00

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 1 Unit 10.000.000,00
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

10.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 2 Unit 20.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 Unit 10.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 340.800.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

467.549.760,00

Tersedianya jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah 340.800.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

467.549.760,00

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

132 Laporan 132 Laporan 132 Laporan 340.800.000,00 132 Laporan 467.549.760,00

2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 340.800.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

467.549.760,00

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

132 Laporan 132 Laporan 12 Laporan 340.800.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 132 Laporan 467.549.760,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.200.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

50.000.000,00

Terpeliharanya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.200.000,00

Satuan Kerja
Perangkat
Daerah 

50.000.000,00

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 1 Unit 5.000.000,00

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1 Unit 1 Unit 1 Unit 13.600.000,00 1 Unit 20.000.000,00

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 1 Unit 15.600.000,00 1 Unit 20.000.000,00

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

7 Unit 7 Unit 1 Unit 3.500.000,00 7 Unit 5.000.000,00

2.22.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

15.600.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

20.000.000,00

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 1 Unit 15.600.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 Unit 20.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

      III - 11



NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

13.600.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

20.000.000,00

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1 Unit 1 Unit 1 Unit 13.600.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 Unit 20.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya 2.500.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

5.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 1 Unit 5.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

     III - 12



NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.01.2.09.0011
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

3.500.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

5.000.000,00

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

7 Unit 7 Unit 3 Unit 3.500.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

Dana Alokasi
Umum (DAU) 7 Unit 5.000.000,00 Sekretariat Majelis

Adat Aceh

2. 2.22.07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH
(MAA) 70.000.000,00 62.000.000,00

Meningkatnya pembinaan adat istiadat 35.000.000,00 62.000.000,00

999.Indeks Adat Istiadat Aceh 99.00 Nilai 97.44 Nilai 97.60 Nilai 35.000.000,00 97.64 Nilai 62.000.000,00

2.22.07.7.01 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 35.000.000,00
Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

45.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat
yang dilestarikan 35.000.000,00

Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

45.000.000,00

Jumlah Adat dan Adat
Istiadat Melalui Media Luar
Ruang yang Dipublikasikan

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000,00 2 Dokumen 20.000.000,00

Jumlah Peserta Sosialisasi
Adat Istiadat 25 Orang 50 Orang 50 Orang 20.000.000,00 25 Orang 25.000.000,00
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.07.7.01.0003 Sosialisasi Adat Istiadat 20.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

25.000.000,00

Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat Jumlah Peserta Sosialisasi
Adat Istiadat 25 Orang 50 Orang 30 Orang 20.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Pendidikan

25 Orang 25.000.000,00 Sekretariat Majelis
Adat Aceh

2.22.07.7.01.0006 Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui
Media Luar Ruang 15.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

20.000.000,00

Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat
Istiadat Melalui Media Luar Ruang

Jumlah Adat dan Adat
Istiadat Melalui Media Luar
Ruang yang Dipublikasikan

2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

2 Dokumen 20.000.000,00 Sekretariat Majelis
Adat Aceh

2.22.07.7.02 Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Adat 15.000.000,00

Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

17.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan
Pengembangan hukum adat yang dibina 15.000.000,00

Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

17.000.000,00

Jumlah Peserta Sosialisasi
Hukum Adat dan Lembaga
Adat

50 Orang 50 Orang 50 Orang 15.000.000,00 50 Orang 17.000.000,00
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

2.22.07.7.02.0004 Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga
Adat 15.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

17.000.000,00

Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat
dan Lembaga Adat

Jumlah Peserta Sosialisasi
Hukum Adat dan Lembaga
Adat

50 Orang 50 Orang 30 Orang 15.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Pendidikan

50 Orang 17.000.000,00 Sekretariat Majelis
Adat Aceh

2.22.07.7.03 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh
Adat 20.000.000,00

Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

0,00

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat
dan Tokoh Adat 20.000.000,00

Mukim, Tokoh
Adat, Tokoh
masyarakat

0,00

Jumlah Laporan Hasil Rapat
Kerja MAA 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 4 Dokumen 0,00

2.22.07.7.03.0003 Rapat Kerja MAA 20.000.000,00

8.Memperk
uat penyela
rasan
kehidupan
yang
harmonis
dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya
serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama
untuk
mencapai
masyarakat
yang adil
dan
makmur.

-

Meningkatk
an Pelaksa
naan
Syariat
Islam dan
Budaya

0,00
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NO KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN /

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
TARGET
AKHIR

RENSTRA

REALISASI
2025

PRAKIRAAN
2026

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU 2028 PERANGKAT
DAERAH

PENANGGUNG
JAWAB

TARGET
2027 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF

NASIONAL PROVINSI DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Terlaksananya Rapat Kerja MAA Jumlah Laporan Hasil Rapat
Kerja MAA 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00

Aceh || Kota
Lhokseumawe ||
Kecamatan
Banda Sakti ||
Desa Simpang
Empat || 1

DAU yang
Ditentukan
Penggunaannya
Bidang
Pendidikan

4 Dokumen 0,00 Sekretariat Majelis
Adat Aceh

J U M L A H 1.370.148.920,00 1.534.338.867,00
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH 

 
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumwe dalam 

menyusun perencanaan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, 

mencoba menyusun Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai pedoman utama 

dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Untuk Tahun 2027 dalam 

rangka peningkatan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh akan 

melaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan dengan 

rincian sebagai berikut: 

1.  Program penunjang urusan pemerintah daerah: 

a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

b) Administrasi keuangan perangkat daerah 

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 

c) Administrasi umum perangkat daerah 

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

2. Penyediaan bahan logistik kantor; 

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; 

d) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah; 

1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

e) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. 

1.  Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

f) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah. 

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan 

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 

jabatan; 
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2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, 

dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau 

Lapangan; 

3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan 

lainnya; 

4. Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana        

pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; 

2.  Program majelis adat aceh: 

a) Pelestarian dan pembinaan adat 

1. Sosialisasi adat istiadat; 

2. Publikasi adat dan adat istiadat melalui media luar ruang; 

b) Pembinaan dan pengembangan hukum adat 

1. Sosialisasi hukum adat dan lembaga adat; 

c) Pembinaan lembaga adat dan tokoh adat 

1. Rapat kerja maa 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat 

MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2027 seperti yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2025-

2029.          

 Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator  kinerja 

program (outcomes)/kegiatan (output) dan indikator keluaran sub 

kegiatan serta kelompok sasaran pada Sekretariat MAA Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 

III, Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 

2028. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027 ini berisi tujuan, sasaran, program, 

kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. 

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke 

depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Catatan Penting  

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja 

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2027 

antara lain:  

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta 

indikatornya pada Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe pada dasarnya diarahkan untuk mendukung 

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe; 

2. Penyusunan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2027 

berpedoman pada Renstra Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Namun dengan 

diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor    

900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka 

dalam penyusunan Renja Tahun 2027 perlu dilakukan 

penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. 

Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat 

dilakukannya review terhadap Renstra.  

 

 

 



V - 2 

b. Kaidah Pelaksanaan  

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat 

Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebagai berikut:  

1. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh ini akan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027;  

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi 

perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Kota Lhokseumawe. Begitu pula dalam 

penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan 

berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR Kota 

Lhokseumawe serta hasil evaluasi Gubernur Aceh 

c. Rencana Tindak Lanjut 

Sedangkan untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan 

dokumen Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 

Tahun 2027 adalah sebagai berikut: 

1. perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya; 

2. dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja 

menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan 

sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan 

perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; 

3. perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam 

Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota 

Lhokseumawe Tahun 2027. 

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat 

MAA Kota Lhokseumawe Tahun 2027 akan dilaksanakan dengan 

penuh tanggungjawab, bekerjasama harmonis, berkoordinasi efektif 

antar dan intra organisasi di lingkungan pemerintah Kota 

Lhokseumawe dan Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe. 

 





PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE 

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 
Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351                                                                                                   

Email : setmaalhokseumawe@gmail.com Website : maa.lhokseumawekota.go.id 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH  
KOTA LHOKSEUMAWE 

NOMOR 2 TAHUN 2026  

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2027  
PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE 

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE, 

Menimbang :      a.   bahwa dalam rangka menjamin tersusunnya Rencana Kerja 

pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 
Anggaran 2027 yang terarah, terukur, efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyusunan 

secara terkoordinasi dan partisipatif;  

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu Membentuk Tim Penyusun Rencana 
Kerja Tahun Anggaran 2027 pada Sekretariat Majelis Adat 
Aceh Kota Lhokseumawe; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu 
Keputusan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan 
Kota Lhokseumawe; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

 

 

mailto:setmaalhokseumawe@gmail.com
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; 

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Lembaga Adat.  

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 

2012-2032; 

11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe 
tahun 2025-2045; 

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe 
tahun 2025-2045; 

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lhokseumawe; 

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 
Anggaran 2026; 

15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota 
Lhokseumawe; 

16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota 
Lhokseumawe Tahun 2026; 

17. Peraturan WaliKota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2026 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 
2027; 

18. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 
050/325/SE/2026 tentang Pedoman Penyempurnaan 
Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2027. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan      :       

KESATU        :  Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 
2027 pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, 

yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun”, dengan susunan 
Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini; 

KEDUA  :  Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe; 

KETIGA  :  Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 

Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026; 
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